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PENDAHULUAN

etelah ditetapkannya Undang-undang

No. 13 Tahun 2W3 tentang

Ketenagakerlaan, akhir-akhir lni banyak timbul

pertanyaan tentang aturan mengenal PHK,

khususnya yang menyangkut ketentuan yang

mengatur tentang hak-hak pekeria yang tldak

bersedla bekerla dl tempat yang baru

sehubungan dengan perusahaan plndah lokasl.

Apakah pekerla/buruh berhak atas pesangon

atau karena penolakan tenebut dlanggap

mengundurkan dlrl sehingga tldak berhak aus

pesangon.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu

dikaji segala aturan yang menyangkut tentang

syarat-syarat keria dan pemutusan hubungan

keria, baik yang dlatur dalam Undang-undang

No. 13 Tahun 2OO3 maupun Peraturan

pelaksanaan mengenai ketenagakeriaan sebelum

berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun

2003.

PERMASALAHAN

Bila sebuah perusahaan pindah lokasi maka

dengan sendirinya seluruh asset termasuk SDM

yarq ada di perusahaan tercebut mau tidak

mau harus pula dipindahkan. Terhadap

pemlndahan asset yang berupa sarana dan

prasana perusahaan selaln gedung dan unah

tentu tldak akan menlmbulkan permasalahan,

namun teihadap pemindahan SDM, khususnya

tenaga kerla menladl permasalahan dan

penyelesaiannya tentu tidak mudah, apabila

iarak keplndahan lokasi tenebut melebihl

langkauan (iarak tempuh) yang normal antara

tempat tinggal pekeria dengan lokast

perusahaan yang baru. Bila demiklan halnya

mau tldak mau pekeria/buruh harus pindah

tempat tinggal agar dapat lebih dekat dengan

lokasi perusahaan yang baru, hal tenebut tentu

akan menimbulkan berbagal dampak terhadap

pekeria/buruh dan keluarganya, antara lain

berupa:

1. Dampak ekonomi, karena harus

mengeluarkan biaya untuk pindah
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rumah/mendapatkan tempat tinggal baru

dan biaya plndah sekolah.

2. Dampak soslal, karena harus menyesuaikan

diri dan beradaptasl dengan tempat tinggal

baru.

3, Dampak pendidikan, harus memindahkan

anak-anak ke sekolah yang baru, apabila

lokasi baru tersebut di daerah yang lebih

terpencil ada kemungkinan jarak lokasi

sekolah baru dan tempat tlnggal yang baru

dapat pula menlmbulkan masalah.

Dalam kondlsl yang demlklan adalah dapat

dlpahami apabila ada pekerla yang tldak

bersedia lkut plndah ke lokasl yang baru sesual

dengan kelnglnan pengusaha memindahkan

lokasi perusahaan.

Apabila antara kedua belah pihak tldak ada titlk

temu dalam penyelesaiannya, maka haltersebut

akan menfadl persellslhan hubungan industrlal

yang akan dapat berdampak kepada pemutusan

hubungan keria.

TTNIAUAN HUKUM

Dalam Pasal I 5l ayat ( I ) Undang'undang No.

l3 Tahun 2AO3 mengatur:

"Pengusaha, pekeria/buruh, serlkat

pekeria/serlkat buruh, dan pemerintah,

dengan segala upaya harus mengusahakan

agar iangan' 
'teriadi pemutusan hubungan

keria".

Jiwa dad Pasal I5l ayat (l) ini adalah, dalam

setiap penetlslhan aau perbedaai yang teriadi

hants dilakukan musyawarah untuk mencarl

lalan penyelealan yang sebaik-balknya.

Berunding dart hafi ke hatl, mencail lalan yang

saling tidak merugikan satu sama lain.

Pentndingan tenebut dl aas dapat dltakukan

melalul lembaga atau secara blpartlte antara

pengunha dengpn pekega/bunth aau seilkat

pekerla/sedkat bunth salz, dan apablla

perundlngan secara blpartlte tldak menemukan

peyyelesalan, maka kedua behh plhak dapat

memlnakan bantaan penyelealan pemeilnah,

dalam hal lnl pegawal perantara pada

Kantor/lnsansl yang membldangl

ke tenagakerlaan dl wllayah setempa t.

Dilanlutkan Pasal l5l avat (2):

oDalam hal segala upaya telah dilakukan, teapi

pemutusan hubungan kerla tldak dapat

dihlndad, maka maksud pematusan hubungan

keria waiib dirundlngkan oleh penguaha dan

sertkat pekeda/sedkat bunth aau dengan

pekeila/butuh apabila pekerla/buruh yang

funangkuan tldak menladl anggota seilkat

peke$a/seikat butuh".
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Jiwa dari ayat ini adalah pemutusan hubungan

keria mengandung konsekwensi'konsekwensi

kepada kedua belah pihak, oleh karena itu

maksud PHK oleh pengusaha tersebut tidak

hanya diberitahukan tetapi iuga dirundingkan

dengan serikat pekeria/serikat buruh atau

pekeria/buruh dalam hal yang bersangkuun

tidak bergabung dalam serikat pekeria/serikat

buruh.

Serikat pekeria/serlkat buruh dalam hal lnl

diberi peranan, disamplng agar dalam

perundingan diharapkan teriadl penyelesalan

yang lebih adll, luga menempatkan poslsl

serikat pekeria/serikat buruh sesuai dengan

tugas.dan fungslnya.

Kau Perundlngan dalam ayat lnl maknanya

adalah, apabila PHK ternyata tldak dapat

dihlndarl, haruslah dlrundlngkan mengenal

pemberlan hak-hak pekeria yang akan dl PHK.

Alasan-alasan atau kondisl yang menyebabkan

teriadinya PHK(seperti alasan pindah lokasi

tersebut di atas), perlu pula diiadikan

pertimbangkan dalam perundingan. Dengan

demikian dari perundingan tersebut dan dengan

mempertimbangkan berbagai sebab dan aspek

yang menyebabkan teriadinya PHK tersebut

terbuka kemungkinan pekeria/buruh yang di

PHK mendapatkan hak'haknya lebih besar dari

yang diatur dalam peraturan perundang'

undangan yang normatif (yakni ketentuan yang

bersifat minimum).

Ketentuan mengenai Perusahaan pindah lokasl.

Dalam hal perusahaan pindah lokasi,

adakalanya timbul masaldh, apabila

pekeria/buruh mengingat alasan-alasan.

sebagaimana diuraikan dl atas tidak bersedia

untuk ikut pindah, sehlngga mau tidak mau

pada akhirnya akan terladl PHK terhadap

pekeria/buruh tersebut.

Sebelum Undang-undang No. l3 Tahun

2W3, dalam Pasal 28 ayat (l) dan ayat (2)

Kepmenaker No.: Kep-150/Men/2000

terlung Penyelesaian Pemutusan Hubungan

Kerfa dan Penetapan Uang Pesangon, Uang

Penghargaan Masa Keria dan Gantl Keruglan di

Peruahaan (setanjutnya dlsebut Kepmenaker

No.: Kep-l5O/Men/2000), dlatur PHK yang

berkaltan dengan pindah lokasl, yaitu :

(l) Dalam hal terladl pemutusan hubungan

keria karena perubahan status, atau

perubahan pemilikan perusahaan sebagian

atau seluruhnya atau perusahaan pindah

Iokasi dengan syarat-syarat kerja yang

baru sama dengan syarat-syarat keria

Iama dan pekerla tidak bercedla untuk

melanjutkan hubungan keria, maka

kepada pekerja dibayarkan uang

pesangon, uang penghargaan masa kerfa
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dan ganti keruglan sesual ketentuan Pasal

22, Pasal2S dan Paal24.

(2) Dalam hal teriadi pemutusan hubungan

keria karena pentbahan status, ataa

perubahan pemilikan perusahaan sebagian

atau seluruhnya atau perasahaan pindah

lokasl dan pengusaha tidak benedla

menerima pekerla di peruahaannya

dengan alas an apapun, maka pekeria

berhak aas uang pesangon sebenr 2
(dua) kall ketentuan Panl 2J aang

pengltargaan maa kerta sesual dengan

ketentuan Paal 2J dan gantl kerugian

sesual ketentuan Pasal 24. kecaali atas

penetuiuan kedua belah plhak diteapkan

lain.

Ketentuan ini sangat membantu khususnya bagi

pekeria yang di PHK karena tidak bersedia

pindah sehubungan dengan perusahaan pindah

lokasi, hanya saia kelemahan dari ketentuan ini

adalah serind ditafsirkan secara sempit dan

tidak ditetapkannya baus jarak antara lokasi

lama dengan lokasi baru. Apabila jarak

kepindahan tersebut hanya I atau 2 km. Dan

pekeria tidak bersedia untuk ikut pindah (alasan

ketidak sediaan pindah tidak cukup kuat),

padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 28

tersebut di atas, pengusaha tetap harus

memberikan uang pesangon. lni tentu saia

cukup merugikan pengusaha.

Sekarang dalam Undang-undang No. l3 Tahun

2003, PHK terhadap pekeria sehubungan

dengan perusahaan pindah lokasi tidak lagr

dlatur, sehingga hal tersebut banyak

dipertanyakan oleh berbagai kalangan, karena

tidak lagi ada aturan yang dapat dipakai sebagai

.dasar dalam pemberian hak-hak yang lebih adil

terhadap pekeria yang di PHK tersebut.

Pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2@3
yang mirip dengan ketentuan Pasal 28 ayat

(l) 9.n ayat (2) Kepmenaker No.: Kep-

l50/l4enl200o, adatah ketentuan Pasal 156:

(l) Pengusaha dapat melakukan pemutusan

t, hubtmgan keria terhadap peker/a/butuh

dalam hal terjadl perubahan statas,

penggabungan, peleburan, ataa

pentbahan kepemilikan pentahaan dan

pekefla/butuh tldak bercedia melanjutkan

hubungan keria, maka pekeria/butuh

berhak a'tas uang pesangon sebesar I
(satu) kall sesual ketentuan Pasal 156

ayat (2), uang penghargaan masa kega I
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)

dan uang penggantian hak sesua

ketentaan dalam paal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerla terhadap pekerla/buruh

karena perubahan status, penggabungan,
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atau peleburan perusahaan, dan

pengusaha tidak benedia menerima

pekeia/buruh di perusahaannya, maka

pekeria/buruh berhak ahs uang pesangon

sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 156

ayat (2) dan uang penghargaan masa

keria I (satu) kali ketentuan Pasal 156

ayat (i) dan uang penggantlan hak sesua

ketentuan dalam pasal 156 ayat (4).

Selaniutnva Pasal l9l mengatur bahwa:

"Semw peraturan yang mengatur

ketenagakeriaan teAp berlaku sepanjang tidak

benenangan dan/aau belum diganti dengan

peraturan yang bant berdasarkan Undang-

undang ini'.

Sekalipun ada ketentuan Pasal l9l tersebut di

atas, ketentuan PHK dalam Kepmenaker No.

Kep.l 50/Men/2000 sudah tidak dapat

dipakai lagi sebagai dasar dalam penetapan hak-

hak pekeria yang di PHK karena ketentuan

mengenai PHK telah diatur langsung dalam UU

No. l3 Tahun 2OO3.

Dengan tidak dicantumkan lagi ketentuan

mengenai pindah lokasl dalam pasal 156, maka

apabila pekeria tidak bersedia pindah dalam hal

perusahaan pindah lokasi sudah barang tentu

pekeria dapat dianggap mengundurkan diri.

Konsekwensi dari pekeria yang mengundurkan

diri hak-hak yang diperoleh adalah selain

mendapatkan uang penggantian hak, diberikan

uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya

diatur dalam perjanjian keria, peraturan

perusahaan atau perianjian kerja bersama [Pasal

162 ayat (l)1.

Ketentuan Pasal I 56 tsb. di atas sudah barang

tentu lebih menguntungkan pengusaha dan

merugikan pekerja. Terutama bagi pekeria-

pekeria yang tidak bersedia plndah karena

atasan-alasan ekonomi, sosial dan pendidikan

sebagaimana tersebut di atas, sehingga ia

termotivasi mengambil alternatif

mengundurkan diri dan konsekuensinya hanya

mendapat uang penggantian hak dan uang

pisah yan!; iumlah dan nilainla relatif sangat

kecil dibandingkan dengan hak-hak pekeria

pada Permenaker No.: Per-l SO/Men/2OOO.

Langkah-langkah penvelesaian.

Dalam mencari solusi penyelesaian masalah

apabila peruIahaan pindah lokasl, hendaknya

dilakukan langkah-langkah musyawarah

sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2),

yaitu perlu ditempuh secara maksimal dan

dengan sebaik-baiknya, sehingga dimungkinkan

pekeria dapat memperoleh lebih dari hak-hak

normatif yang ditentukan.

Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil,

maka masih dimungkinkan adanya peluang agar
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pekeria mendapat hak lebih dari ketentuan

Pasal 162 tsb. di atas, yaitu adalah membawa

kasus PHK tersebut ke Pengadilan Hubungan

lndustrial (P4DIP4P) dengan menggunakan

alasan pengusaha telah melanggar perianiian

keria sesuai dengan ketentuan Pasal 5'1 ayat

(l) huruf d dikaitkan dengan ketentuan Pasal

169 ayat (1) huruf d dan ayat (2), yang

mengatur:

Pasal 54:

( I ) Peianiian kerta yang dibuat secara tertulls

sekura ng-kurangnya memua t :

a. nama, alamat perusahaan, dan ienis

perusahaan;

b. nama, ienb kelamin, umur, dan

alamat pekeria/buruh;

c. jabatan aau ienis pekeriaan;

d. tempat pekertaan:

e. bersarnya upah dan cara

pembayarannya;

t. syarat-syarat keria yang memuat hak

dan kewaiiban pengusaha dan

pekeia/buruh;

g. mula dan iangka waktu berlakunya

perianjian kerja;

h. tempat dan anggal perlanilan keia

dibuat; dan

i. anda tangan para pihak dalam

peianjian keria.i

Pasal 169:

( | ) Pekerja/buruh dapat mengajukan

permohonan pematasan hubungan kerja

kepa da lembaga penyelesaian percetisihan

hubungan lndustrtal dalam hat pengasaha

melakukan perbuatan sebagai bertkut:

a. Menganiaya, mengltina secara kanr

atau mengancam peke rja,/buruh;

b. MembuJuk dan/atau menytnth

pekerJa/buruh untuk melakukan

pe rbuatan yang bertentangan dengan

pe re turan pe ran da ng- u n da nga n;

fidak membayar upah tepat pada

waktu yang telah ditentukan selama J
ftiga) bulan berturut-turut aau lebih;

fidak melakukan iewa" ' uans

telah diianiikan kepada

pekerta/buruh:

e. Memertnahkan pekerja/buruh untuk

melaksanakan pekerjaan di luar yang

diperianjikan; atau

t. Membertkan pekeriaan yang

membahayakan jiwa, keselamatan,

kesehatan, dan kesusilaan

pekerJa/buruh sedangkan peke$aan

tersebut tidak dicantumkan pada

perjanJian kerja.

Pemutusan hubungan keria dengan alas

an sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)

c,

d.

t--
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pekerja/buruh berhak mendapat aang

pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal

156 ayat (2), uang penghargaan maa

kerJa I (satu) kall ketentuan Pasal 156

ayat (3), dan uang penggantlan hak yang

sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Sesuai dengan perianiian kerfa, tempat

pekeriaan pekeria/buruh telah ditentukan

(sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54

ayat (l) huruf d) , sehingga pengusaha

berkewaiiban mempekeriakan pekeria di tempat

teruebut, apabila pekerfa diplndahkan ke

tempat laln, beraftl pengusaha telah melanggar

kewallbannya dalam mempekerlakan pekerla,

sesuai dengan yang disepakati dalam perianiian

kerja. Dengan demikian apabila pengusaha

telah melanggar salah satu isl perianflan keria,

maka menurut Pasal 169, pekeria dapat

mengajukan permohonan untuk, di putuskan

hubungan kerianya dengan hak pesangoi Z x

ketentuan Pasal Pasal I 56 ayat (2) di atas.

Kiranya ketentuan pasal-pasal 54 dan Pasal

169 tersebut di ataslah yang dimungkinkan

untuk dapat diiadikan peluang untuk membawa

permasalahan tersebut ke Pengadilan Hubungan

lndustrial, dan selanfutnya diserahkan kepada

Hakim untuk memberikan keputusan yang

seadll-adilnya. Semoga berhasil.* * * *
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